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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG
PERFILMAN DAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MAMUJU

: a. bahwa usaha Perfilman dan penylaran melalui

media komunikasi massa memiliki kemampuan
sefta pengaruh yang besar dalam pembentukan
pendapat sikap dan perilaku manusia serta
memiliki peran yang penting dalam meningkatkan
kecerdasan dan kehidupan Bangsa yang dilandasi
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa :

. bahwa dengan kemampuan dan pengaruh yang

besar serta perannya yang strategis tersebut
Kegiatan Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran
perlu  dibina dan diarahkan serta dilakukan
pengawasan dengan pembertian perizinan Usaha
Bidang Perfilman dan Penyiaran sebagaimana yang
telah  ditetapkan dalam  Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2002
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Mengingat
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tentang Pengaturan Usaha Bidang Perfilman dan
Penylaran (L.embaran Daerah Tahun 2002 Nomor
Nomor 13) ;

bahwa terhadap pemberian izin Usaha Bidang
Petfilman dan Penyiaran merupakan salah saw
bentuk Perizinan, karenanya perlu  dipungut
retribusi atas pemberian jasa tersebut ;

bahwa berdasatkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, b dan ¢ di atas, petiu
menctapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Izin Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran.

Undang — undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah — dacrah Tingkat II di
Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang
Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3473) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomotr 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048)
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Undang — undang Nomor 24 Tahun 1997
tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot

3701);

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887) ;

Peraturan Pemerintah Nomot 6 Tahun 1994
tentang Penyelenggaraan Usaha Petfilman. (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3541 );

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994
tentang Lembaga Sensor film (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 123

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994
tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 13 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang  Kewenangan Pemerintah TPusat dan
Kewenangan Propinst sebagai Daerah Otonom
(lembaran Negata Republik Indonesia Tahun



LL

12

13.

14.

15.

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952 );

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tzahun 2001
tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan
Peraturan Perundang — Undangan dan Bentuk
Rancangan Undang - Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan
Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70 );

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati 11
Mamuiu (Lembaran Daerah Tahun 1989 Seri D
Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3
Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomot 3).

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10
Tahun 2002 tentang Pengaturan Usaha Bidang
Perfilman dan Penyiaran (Lembaran Daerah
Tahun 2002 Nomor 13 Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 5).



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA BIDANG
PERFILMAN DAN PENYIARAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;

b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupat beserta Perangkat Daerah
Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;

d. Bupat adalah Bupati Mamuju;

e. Kantor Informasi dan Komunikasi adalah Kantor Informasi dan
Komunikasi Kabupaten Mamuju;

f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Mamuju;

g Film adalah karya cipta seni dan Budaya yang merupakan media
komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas
sinematografi dengan direkam pada pita selluloid, pita video,
pitingan video atau hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala
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bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik
atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dipertunjukkan
dan atau yang ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik,
elektronik dan atau lainnya;

. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
pembuatan, jasa tehnik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran,
pertunjukan dan atau penayangan film;

Film Selluloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita
selluloid melalui proses kimiawi dan dipertunjukkan kepada
khalayak dengan sistem proyeksi mekanik;

Rekaman Video adalah Film yang dibuat dengan bahan baku pita
video atau piringan video ( Laser Disc / Video Disc ) dan atau
bahan hasil penemuan teknologi lainnya melalui proses elektronik

dan ditayangkan kepada khalayak dengan system proyeksi
elektronik;

. Pembuatan Film adalah kegiatan membuat film, baik dalam bentuk
film cerita, film non cerita maupun film iklan;

Reklame Film adalah sarana publikasi dan promosi film selluloid
dan tckaman Video, baik yang berbentuk trailer, iklan, poster,
stillphoto, slide, klise, pamplet, brosur, ballyhoo, folder, plakat,
maupun sarana publikasi dan promosi lainnya;

. Pengedaran Film adalah kegiatan penyebarluasan film selluloid dan
rekaman video kepada konsumen; yang dilakukan dalam gedung
bioskop atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film
atau tempat umum lainnya;

. Pertunjukan film adalah pemutaran film selluloid dan atau rekaman
video yang dilakukan dalam gedung bioskop atau tempat lain yang
diperuntukkan bagi pertunjukan film atau tempat umum lainnya;



. Penayangan Film adalah pemutaran film selluloid dan rekaman
video yang dilakukan melalui proyektor elektronik dari stasiun
pemancar penyiaran atau perangkat elektronik lainnya;

. Rumah produksi ( Productian House ) adalah perusahaan
pembuatan film baik dalam bentuk film cerita, film non cerita
maupun film iklan untuk kebutuhan penyiaran (Penayangan
melalui media penyiaran seperti stasiun pemancar televisi termasuk
juga usaha pembuatan rekaman Video untuk acara pesta
petnikahan dan acara keramaian lainnya);

Ruangan film adalah tempat pembuatan film dan atau rekaman
video yang mencakup gedung bioskop atau tempat lainnya yang
diperuntukkan bagi pemutaran film dan atau pemutaran video
untuk keperluan komersial ;

Penyiatan adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalul sarana
pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di
antariksa  dengan menggunakan gclombang elektromagnetk,
kabel, serat optik dan atau media lainnya untuk dapat diterima oleh
masyarakat dengan pesawat pencrima siaran radio dan dan atau
pesawat penerima siaran televisi, perangkat elektronik lainnya
dengan atau tanpa alat bantu;

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,
gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, dan
karakter lainnya yang dapat diterima melalui pesawat penerima
siaran radio, televisi atau perangkat elektronik lainnya, baik yang
bersifat interaktif maupun tidak, dengan atau tanpa alat Bantu;

Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Daerah disingkat
BP3 D adalah Lembaga Non Struktural yang merupakan wadah
kerjasama sebagai wujud interaksi positif antara penyelenggara
penyiaran, Pemerintah dan Masyarakat dalam membina penytaran
di Daerah ;



u. Retrabusi Izin Usaha Perfilman dan Penyiaran yang selanjutnya
disebut Retribusi adalah Retribusi atas kegiatan Pemerintah
Kabupaten Mamuju dalam rangka pemberian Izin Usaha Bidang
Perfilman dan Penyiaran kepada orang pribadi atau Badan ;

v. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ;

w. Pemungutan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasiy, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Otganisasi Massa, Organisasi Sospol atau
organisasi dan sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk
Badan lainnya ;

x. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten
dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang prasaran, sarana, atau pasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungannya ;

y. Lembaga penyiaran adalah Organisasi penyelenggara siaran baik
pemerintah, swasta, siaran khusus maupun siatan lainnya;

z. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan wusaha yang meliputi Perseroan Tetbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
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Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau
organisasi dan sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk
Badan lainnya ;

aa. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan

bb.

CC.

dd.

CC.

Lk

pelayanan yang menyebebkan barang, fasilitas atau kemampuan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi

Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran ;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu tertentu bagi wajib retbusi untuk memanfaatkan jasa dan
fasilitas di Bidang Usaba Bidang Perfilman dan Penylaran ;

Surat Setoran Retribust Daecrah yang disingkat dengan SSRD,
adalah surat yang oleh wajib retribusi  digunakan untuk
melaksanakan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang
ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan
olch Bupati ;

Surat Ketetapan Retribust Daerah yang disingkat SKRID, adalah
Surat Ketetapan Reuibusi yang menentukan besarnya pokok
et st

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat
dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribust yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada yang tcruitang atau tidak
seharusnya terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRDD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi
berupa biaya dan/atau denda ;



hh. Pemeriksaan adalah serangkaian  kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya
untuk  menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan dan retribusi ;

. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencati serta
mengumpulkan bukti dengan bukt itu membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

B ABII
NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran
dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perfilman dan
Izin Usaha Penyiaran

Pasal 3
Objek Retribusi Izin Usaha Perfilman dan Penyiaran adalah setiap Izin
Usaha Perfilman yang kewenangannya telah diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
1. Usaha Pemutaran Film yaitu :
- Rumah Film (Bioskop)
- Pemutaran Film Keliling
Rumah Produksi (Production House)
Usaha Peredaran Film.
Rekaman Vidio Komersial dan Play Station

el
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Pasal 4
Obyek Retribusi Izin Usaha Penyiaran adalah setiap Izin Usaha
Penyiaran yang kewenangannya telah diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten yang meliputi :
a. Usaha Radio Siaran Umum.
b. Usaha Penyiaran betlangganan (TV Kabel)

Pasal 5
(1) Subjck Rettibusi Izin Usaha Perfilman adalah setiap orang atau
Badan yang memperoleh pelayanan Izin Usaha Perfilman dan atan
Izin Usaha Penyiaran.
(2) Subyek Retribusi Izin Usaha Penyiaran adalah badan yang
memperoleh izin usaha penyiaran.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Izin Usaha Petfilman dan Penyiaran tergolong Retribusi
Pertizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa, dihitung berdasarkan jenis Usaha Perfilman
dan Usaha Penyiaran.
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BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8
Prinsip dan sasaran dan penctapan struktur dan besatnya tarif retribusi
disdasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya
penyelenggaraan  pemberian  izin  yang  bersangkutan dengan
mempertimbangkan kemampuan masyatrakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Usaha Perfilman

Pasal 9
Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perfilman sebagai berikut :
1. Usaha Pemutaran Film.
a. Rumah Film (Bioskop dan lain-lain)
- Kelas A. (750 — 1.000 kursi) Rp. 3500.000/1zin/5 tahun

- Kelas B (500 — 750 kursi) Rp. 400.000/1zin/5 tahun
- Kelas C (400 - 500 kursi) Rp.  400.000/1zin/5 tahun
- Kelas D (200 — 400 kursi) Rp.  350.000/izin/5 tahun
- Kelas I (100 — 200 kursi) Rp. 300.000/izin/5 tahun
- Kelas F (sampat dengan
100 kursi) Rp.  Z250.000/1zin/5 tahun
b. Pemutaran Film Keliling Rp. 300.000/izin/5 tahun
2. Rumah Produksi (Produkldon Haouse) Rp.  250.000/izin/5 tahun
5. Usaha Peredaran film Ep.  500.000/izin/5 tahun

4. Usaha peredaran Rekaman Video komersial
dan Play Staton masing-masiag scbesar Rp.  500.000/1zin/5 tahun
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.Bagian Kedua
Usaha Penyiaran

Pasal 10
Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Penyiaran ditetapkan sebagai
berikut :

a. Usaha Radio siaran umum Rp. 1.000.000/1zin/5 tahun
b. Usaha penyiaran betlangganan
(TV Kabcl) Rp. 1.000.000/1zin/5 tahun
Pasal 11

(1) Setap usaha penyiaran berlangganan seperti (I'V kabel) wajib
membayar retribusi sebesar 5 % dari omset bulanan.

(2) Untuk keperluan perhitungan pembayaran rerribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, setap orang dan atau Badan yang
bergerak dalam bidang usaha penyiaran wajib memiliki buku
pendaftaran pelanggan.

BAB VII |
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12
Rerubusi dipungut dalam Wilayah Kabupaten ditempat Izin Usaha
Bidang Perfilman dan Penyiaran dikeluarkan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13
Masa retribust berlaku jangka waktu yang lamanya ditetapkan olch
Bupad.
13



Pasal 14 |
Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Penetapan retribusi dilakukan dengan menerbitkab SKRD.

(2) Bentuk dan isi SKRD scbagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau
data yang semula belum terungkap yang menyebebkan
penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan
SKRD tambahan

Pasal 16
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumnen lain
yang dipersamakan berdasarkan jumlah yang ditetapkan dalam
SKRD, SKRD tanbahan;

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17
(1) Pembayatran rettibusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SSRD berdasarkan jumlah yang ditetapkan dalam SKRD, SKRD
Tambahan;
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(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di temapat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Bupat .

Pasal 18
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;

() Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada
Wayib retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka
waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Tata Cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud avat (2)
ditetapkan olech Bupati;

(4) Bupad atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib
retribusi atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu
yang ditentukan dengan alsan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19
(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Sejak  jangka waktu 7 (tujuh) hard setelah tanggal surat
teguran/petjanjian/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus
melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh pejabat yang ditunjuk.
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Pasal 20
Bentuk Formulit yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
retribusi aerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) ditetapkan
oleh Bupaa

BAB XII
- TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21
(1) Dalam hal tertentu, Bupati dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan Pembebasan Retribusi.

(2) Tata Cara Pembetian pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupaun.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22
(1) Wapb retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan
SKRD vyang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah;

(Z) Wajitb Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilatan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;

(3) Wajib retribust dapat mengajukan permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benat;
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(4)

®)

©)

Permohomam pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1),
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan
sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis
oleh wajib retrbusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan
STRD, dengan memberikan alasan yang tepat dan meyakinkan
untuk mendukung permohonan;

Keputusan dan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3
(tiga) Bulan sejak surat permohonan ditetima;

Apabila setelah lewat 3 (dga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan
pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESATAN KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas

SKRD dan STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus

disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) harus diputuskan oleh Bupat atau pejabat yang ditunjuk
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan diterima.
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(5) Apabila setelzh lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4)

(1)

2)

(3)

)

>

©)

Bupau atau pejabat yang ditunjuk tidak membetikan keputusan,
maka permohonan keberatan atas SKRD dan STRD dianggap
dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24
Wajib Rettibusi harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan
pernbayaran retribust;

Bupat atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan sejak ditetimanya permohonan kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan kelebihan dan atau
pengembalian retribusi dianggap dikabulkan.

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang utang retribusi lainnya,
kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi dan atau sanksi administrasi.

Pengembalian  kelebthan pembayaran  retribusi  sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah
lewat dari jangka waktu 2 (dua) bulan memberikan imbalan bunga
sebesar 2 (dua) % sebulan atas keterlambatan pembayaran
retribusi.
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Pasal 25

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk
dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat retribusi ;
b. Masa retribusi ;
c. Besarnya kelebihan retribusi dan atau pembayaran ;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan kelebihan pembayatran retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukd penerirnaan oleh pejabat Kabupaten atau bukt pengiriman
pos tercatat merupakan saat permohonan diterima untuk Bupat
atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

(1) Pengembalian kelebithan retribusi dilakukan dengan penerbitan
surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran tretribusi diperhitungkan dengan
utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 24
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
tertangguh apabila :
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a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa.
b. Ada Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan darit retnbusi yang
terutang atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 29
(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang betlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1} adalah :

a. Menerima, mencari, mengungkapkan dan meneka
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran petbuatan yang
dilakukan sechubungan dengan tindak pidana retribust ;
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(3)

Meminta keterangan dan bahan bukd dati orang prbadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;

Memetiksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan buku
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebur ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang rettibusi ;

Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemetiksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /
atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada
huruf e ;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum
yang bertanggung jawab ;

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesui dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
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B AB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
(1) Wajib retribusi yang tidak  melakukan melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling
banyak Rp. 2.500.000,- (Dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2 Tindak opidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1 adalah
p £ P y
pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan pasal 8
ayat (2) point 11 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Ketatausahaan dinyatakan
tidak berlaku lagi

Pasal 32
Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai  teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupat.
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Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memetintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju.

DisahkandiMamuju
Pada tanggal 18 Juni 2002

BUPATI MAMUJU

Cap / Ttd

H. ALMALIK PABABARI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 18 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH MAMUJU

R S
S e

—

H. MUHAMMAD UMAR. P

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2002 NOMOR 14



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI USAHA BIDANG PERFILMAN DAN PENYIARAN

PENJELASAN UMUM.

Bahwa perfilman dan penyiaran melalui nedia komunikasi massa
melalui kemampuan serta pengaruh yang besar dalam pembentukan
sikap dan pedlaku manusia serta memiliki peran yang penting dalam
meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa yang dilandasi oleh

keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping dampak positif yang ditimbulkan dari perfilman dan
penyiaran tersebut di atas juga membawa pwngaruh negatf terhadap
pembentukan watak manusia bilamana Usaha Petfilman dan
Penyiaran tidak diarahkan dan diawasi secara terus-menerus.

Oleh karena 1tu untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan Usaha di bidang Perfilman dan
Penyiaran telah diatur dalam Peraturan Daetah Kabupaten Mamuju
Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturm Usaha Bidang Perfilman
dan Penyiaran.

Mengingat bahwa perizinan Usaha Bidang Perfilman dan Penyiaran
membutuhkan biaya untuk menanggulangi penggunaan dana
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atad kegiatan
tersebut, maka oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu
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11.

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retrbusi Izin Usaha
Perfdman dan Penyiaran

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20

Point 2

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Rumah Produksi (Production House)
diperuntukkan juga bagi usaha rekaman
Video untuk pcsta pernikahan, ulang
tahun, dan acara lainnya yang dipungut
bayaran dart pemesan

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
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Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 3{}
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33

TAMBAMHAN LEMBARAN IDAERAH NOMOR 6

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup jelas
Cukup Jelas
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DAFTAR ERRATA: PERDA. NOMOR 11 TAHUN. 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
BIDANG PERFILMAN DAN
PENYIARAN  (LD. KABUPATEN
MAMUJU TAHUN 2002 NOMOR 14)

BAB I Ketentuan Umum Hal. 8 Huruf w.
Tertulis : '

w. Pemungutan adalah sekumpulan orang dan atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliput
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Xongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Otrganisasi Sospol atau

- organisasi dan sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan
~ bentuk Badan lainnya :

Seharusnya :
BAB I Ketentuan Umum Hal. 8 Huruf w
w. Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek Retdbusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampal
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya,

Penjelasan Pasal demi Pasal
Tertulis :
Pasal 3 : Cukup Jelas

Pada pasal 8 point 2 : Rumah Produksi (Production House)
diperuntukkan juga bagi usaha rekaman



Seharusnya :
Pasal 3 point 2

Pasal 8

Video untuk pesta pemikahan, ulang
tahun dan acata lainnya yang dipungut
bayaran dar pemesan

Rumah Produksi (Production House)

‘diperuntukkan juga bagi usaha rekaman

Video untuk pesta pernikahan, ulang
tahun dan acara lamnya yang dipungut
bayaran dan pemesan.

Cukup Jelas




